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Abstract 
 
Child protection is important for all elements of the country. Even these forms of 
child protection are carried out from all aspects, starting from fostering to families, 
social control of child interaction. The purpose of this study is to find out the factors 
that cause the occurrence of child cases and identify the broad family role that is applied 
to children facing the law (ABH) in the City of Padang. The results showed that the 
poor relationship of children in the family in carrying out the socialization process of 
children will behave badly in their community environment, factors of crime or 
delinquency that come from the child's physical and moral abilities, are still unstable. 
The role of parents (father and mother) and mother's brother (mamak) in educating, 
guiding in matters of inheritance, supervising education, as well as places to ask 
anything including education by his nephew. If the socialization process goes well, the 
child will grow up with good behavior in the community. 
 
Keywords: family role, children faced with the law. 
 
A. PENDAHULUAN 
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa dan 
negara, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara 
pada masa yang akan datang (Huraerah, 2006:9). Anak membutuhkan pihak 
lain seperti keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk mendukung 
tumbuh kembang secara wajar. 
Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan 
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Berbagai isu 
yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan 
perhatian khusus adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang 
selanjutnya dapat disingkat dengan ABH. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan 
mengayomi ABH agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih 
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panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan 
diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung 
jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 
ABH adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana.  
Kasus ABH di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. 
Pada tahun 2011 terdapat 695 kasus, tahun 2012 sebanyak 1.413 kasus, tahun 
2013 1.428 kasus, tahun 2014 sebanyak 2.208 kasus, tahun 2015 sebanyak 2.017 
kasus, tahun 2016 sebanyak 2.123 kasus, dan pada akhir tahun 2017 ditemukan 
sebanyak 3.983 kasus (http://smslap.ditjenpas.go.id). Data yang diperoleh dari 
Dirkrimum Polda Sumatera Barat menunjukan bahwa terjadi peningkatan 
jumlah ABH dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 terdapat 171 kasus, tahun 
2015 terdapat 288 kasus dan 200 kasus sampai dengan bulan September 2016 
(Dirkrimum Polda Sumbar 2016). Berdasarkan data dari Lapas Kelas II-A 
Padang, Sumatera Barat, jumlah ABH mengalami peningkatan. Jumlah anak 
yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Anak tahun 2012 sebanyak 53 orang, tahun 2013 sebanyak 51 
orang, tahun 2014 sebanyak 63 orang, tahun 2015 sebanyak 80 orang, dan tahun 
2016 sebanyak 99 orang.  
Kenakalan anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 
intrinsik dan ekstrinsik (Atmasasmita, 1983:46). Keluarga merupakan lembaga 
pendidikan pertama dan utama, berlangsung secara wajar dan informal 
(Horton dan Hunt, 1984:336).  
Peran dan pengasuhan yang dilakukan keluarga tidak dapat dilepaskan 
dari pengaruh budaya, bagaimana budaya mengajarkan tentang cara 
berkeluarga akan diturunkan secara turun menurun (Koentjoroningrat dalam 
Hermaini, 2014). Suku Minangkabau memiliki ciri khas unik bila dibandingkan 
dengan suku lain yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau disebut 
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sebagai masyarakat komunal karena menganut budaya kolektif, yaitu 
masyarakat yang menganut nilai-nilai yang mendukung kelompok (Santrock, 
2014).  
Minangkabau dikenal dengan istilah bermamak-berkemenakan, dimana 
terdapat hubungan erat antara mamak dengan kemenakannya tidak hanya secara 
moril tetapi juga materil. Dalam adat bermamak-berkemenakan bukan berarti 
peran ayah menjadi hilang di Minangkabau, tetapi anak orang Minangkabau 
memiliki dua tempat bersandar, yaitu kepada ayah dan mamaknya “mamak 
karano adat, bapak karano darah” (Azrial, 1994).  
Sumatera Barat menganut sistem keluarga luas, dimana mamak memiliki 
peranan besar dalam pembentukan kepribadian kemenakannya. Artinya seorang 
anak di dalam keluarga tidak hanya dididik oleh orang tua, tetapi juga oleh 
mamaknya. Hubungan antara mamak dan kemenakan bahwa mamak bertanggung 
jawab kepada kemenakan secara moral artinya baik buruk perilaku kemenakan itu 
adalah hasil didikan mamaknya (Meiyenti, 2014:60).  
Dikaitkan dengan tingginya kasus ABH di Sumatera Barat khususnya 
Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga peneliti tertarik ingin 
mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang peran keluarga luas terhadap anak 
yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Kota Padang.  
 
B. TINJAUAN PUSTAK 
1. Konsep Peran 
Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan 
sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat 
(Soekanto, 2003:244 dalam Widodo, 2009:9). 
Menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan 
konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. 
Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan 
berprilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Sedangkan menurut 
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Dewi Wulan Sari (2009:106) Peran adalah konsep tentang apa yang harus 
dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan 
prilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan prilaku individu 
yang penting bagi struktur social masyarakat. 
Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi 
menjadi 3 yaitu sebagai berikut: 
a. Peran Aktif 
Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena 
kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti 
pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. 
b. Peran Partisipatif 
Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok 
kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat 
berguna bagi kelompok itu sendiri. 
c. Peran Pasif 
Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, 
dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan 
kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan 
baik. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang 
atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau 
kedudukan tertentu.  
 
2. Keluarga dan Pembagiannya 
Keluarga adalah dua orang atau lebih yang hidup bersama dalam satu 
rumah tangga (Horton dan Hunt, 1991:274-279). Menurut UU No. 10 tahun 
1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga 
Sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami-
istri, suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 
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Secara tradisional dan legal, keluarga mengacu pada dua atau lebih orang yang 
dihubungkan dengan kelahiran, pernikahan, atau adopsi yang tinggal bersama 
dalam sebuah rumah tangga (Eshleman, 2003). 
Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah 
disebut keluarga batih. Menurut Soerjono (2004:23), sebagai unit pergaulan 
terkecil yang hidup di masyarakat, keluarga batih mempunyait peranan-
peranan tertentu, yaitu: 
a. Keluarga batih berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang 
menjadi anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam 
wadah tersebut. 
b. Keluarga batih merupakam unit social ekonomis yang secara materil 
memenuhi kebutuhan anggotanya.  
c. Keluarga batih menumbuhkan dasar-dasar bagi kaidah-kaidah 
pergaulan hidup. 
d. Keluarga batih merupakan wadah dimana manusia mengalami proses 
sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan 
mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. 
 
3. Keluarga di Minangkabau 
Sistem kekerabatan matrilineal terbilang langka karena hanya beberapa 
suku bangsa di dunia yang mempunyai sistem kekerabatan seperti ini (Heider, 
1997:182). Adat dan budaya mereka menempatkan pihak perempuan sebagai 
pewaris harta pusaka dan kekerabatan, garis keturunan dirujuk kepada ibu 
yang dikenal dengan samandeh (se-ibu), sedangkan ayah disebut oleh 
masyarakat Minangkabau dengan nama sumando (ipar) dan diperlakukan 
sebagai tamu dalam keluarga (Maryelliwati, 2016:1). 
Minangkabau dikenal dengan istilah bermamak-berkemenakan, dimana 
terdapat hubungan erat antara mamak dengan kemenakannya tidak hanya secara 
moril tetapi juga materil. Dalam adat bermamak-berkemenakan bukan berarti 
peran ayah menjadi hilang di Minangkabau, tetapi anak orang Minangkabau 
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memiliki dua tempat bersandar, yaitu kepada ayah dan mamaknya “mamak 
karano adat, bapak karano darah” (Azrial, 1994). 
 
4. Anak dan Perlindungan Hukum 
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa dan 
negara, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara 
pada masa yang akan datang (Huraerah, 2006:9). Konvensi Hak Anak 
(Convention on the Rights of the Child/CRC yang telah disahkan oleh PBB 
berdasarkan Resolusi 44/25 tahun 1989 secara umum telah diterima dan 
diadopsi hampir semua bangsa di dunia dalam pasal 1 menyatakan bahwa 
anak adalah individu yang berusia kurang dari 18 tahun. 
Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, yang dimaksutd dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children 
in conflict with the law), adalah sebagai berikut: “Anak yang Berhadapan dengan 
Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi 
korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.  
Menurut UNICEF, Child Protection Information Sheet, Child Protection 
Information Sheet (2006), secara konseptual anak yang berhadapan dengan 
hukum (children in conflict with the law), dimaknai sebagai seseorang yang 
berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana 
dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak 
pidana. Menurut Astuti, Mulia (2011), menyatakan bahwa Anak berhadapan 
dengan hukum (ABH) meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak 
korban tindak pidana. 
Penyebab Anak Berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Bunadi 
(2010:81) diantaranya sebagai berikut: 
a. Faktor intern, yaitu dimana faktor kejahatan atau kenakalan yang berasal 
dari kemampuan fisik dan moral anak itu sendiri, seperti: 
1) Faktor pembawaan sejak lahir atau keturunan yang bersifat biologis, 
misalnya cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya. 
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2) Pembawaan sifat dan watak yang negative yang sulit diarahkan 
dengan baik, misalnya: terlalu nakal, keras kepala. 
3) Jiwa anak yang terlalu masih labil, misalhya: kekanak-kanakan, 
manja. Perkembangan jiwa anak selalu mengikuti perkembangan 
fisik anak itu sendiri. 
4) Tingkat intelegensi yang kurang menguntunkan, misalnya: berfikir 
lamban atau kurang cerdas. 
5) Kurangnya tingkat pendidikan anak baik dari visi agama maupun 
ilmu pengetahuan. 
6) Pemenuhan kebutuhan pokok yang tidak seimbang dengan 
keinginan anak. 
7) Tidak memiliki bakat dan hobi yang jelas dan kuat sehingga mudah 
dipengaruhi oleh hal-hal yang negative. 
8) Tingkatan usia yang masih rendah, misalnya masih usia 7 tahun 
sudah diminta pertanggungjawaban hukum, tentang pengadilan 
anak. 
b. Faktor ekstern, yaitu faktor yang tidak kalah pentingnya dengan faktor 
intern karena hal ini disebabkan jiwa anak yang masih labil dan mudah 
dipengaruhi faktor ekstern. Faktor ini berasal dari lingkungan orang tua 
dan linggkungan sekitar, seperti: 
1). Cinta kasih orang tua yang kurang harmonis. 
2). Kemampuan ekonomi yang tidak menunjang. 
3). Kesalahan pendidikan yang diterapkan orang tua terhadap anak 
baik dalam pendidikan keluarga, formal maupun masyarakat dan 
akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua. 
4). Orang tua yang terlalu otoriter, berbicara kasar, selalu marah-marah, 
membentak-bentak dan menganggap orang tua sebagai subjek dan 
sentral dari segalanya, sementara anak hanya dianggap sebagai objek 
dalam memecahkan permasalahan keluarga. Pendekatan demokratis 
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ini dapat membuat anak menjadi cengeng, depresi, jengkel, nekad 
dan akhirnya menjadi nakal. 
5). Kurangnya sosok keteladanan yang baik dari orang tua dalam 
mendidik dan membimbing anak termasuk tingkat kejujuran dan 
kedisiplinan orang tua itu sendiri. 
6). Lingkungan rumah yang kurang menguntungkan bagi anak, 
misalnya di rumah yang terlalu sempit, berada di tempat yang 
kumuh, berdekatan dengan tempat perjudian, berdekatan dengan 
tempat keramaian, berada di lingkungan anak-anak nakal, tidak ada 
tempat ibadah yang memadai dan tidak adanya sarana yang sehat 
untuk menampung bakat dan prestasi anak. 
7). Bergaul denga teman yang melakukan penyimpanan sosial.  
 
C. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian kualitatif menganalisa data berupa kata-kata, perilaku 
dan perilaku manusia. Data tersebut terdiri dari pembicaraan orang (lisan), 
tulisan (surat menyurat, tulisan media, makalah), dokumen (notulen, rapat, 
hasil seminar/lokakarya, dokumen hukum, foto), perilaku orang, aktivitas 
yang dilakukan, gestur dan isyarat yang disampaikan orang, ekspresi fisik 
seperti mimik ketika marah, kesal, dan gembira.  
Wawancara kualitatif dilakukan seperti dua orang sahabat yang sedang 
bercakap-cakap tentang sesuatu, sehingga suasana cair dan mengalir tanpa 
batas dan jauh dari kesan formal (Afrizal, 2014:135-137). Informan penelitian 
dan mendapatkan data mendalam berupa peran yang dilakukan keluarga 
terhadap ABH. Wawancara tidak terstruktur dengan keadaan yang nonformal 
dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan dan 
menggunakan alat bantu perekam. 
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa dan 
negara, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara 
pada masa yang akan datang Mengingat masa anak-anak dan remaja 
merupakan masa yang penting dalam proses perkembangan fisik, mental, 
psikososial dan sering dikatakan sebagai masa labil dan masa mencari identitas, 
maka peran orangtua sangat krusial.  
Keluarga merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi yang akan 
menjadi pedoman bagi anak untuk bermasyarakat dengan baik dan benar. 
Apabila proses sosialisasi itu berlangsung dengan baik, maka anak akan 
tumbuh dengan perilaku yang baik pula di masyarakat. Jika yang terjadi adalah 
sebaliknya, maka tidak jarang anak akan berperilaku buruk dalam lingkungan 
masyarakatnya.  
Seperti pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem keluarga 
luas, dimana bukan hanya orang tua (ayah dan ibu) tetapi seorang mamak 
(saudara laki-laki ibu) bertanggung jawab dalam memelihara, membina, dan 
memimpin kehidupan rohaniah para kemenakannya. Peran dan pengasuhan 
yang dilakukan keluarga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya,  
bagaimana budaya mengajarkan tentang cara berkeluarga akan diturunkan 
secara turun menurun. 
Keluarga berperan sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi 
anggota, dimana ketentraman dan ketertiban diperoleh dalam wadah dimana 
manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana 
manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang 
berlaku dalam masyarakat. 
Selain ayah dan ibu, mamak berperan dalam mendidik, membimbing 
dalam hal pewaris anperan, mengawasi pendidikan, serta tempat bertanya 
apapun termasuk pendidikan oleh kemenakannya, memlihara, mengawasi, 
pemanfaatan, dan mngembangkan harta pusaka, mempertahankan agar harta 
pusaka adat tetap berfungsi sesuai dengan ketentuan adat. Mamak juga 
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berperan dalam pengembangan harta pusaka kaumnya agar kesejahteraan 
kaumnya. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang 
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 
Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan belum sepenuhnya 
mampu membuat keputusan terhadap diri dan kehidupannya. Kondisi seorang 
anak masih tergantung kepada orang dewasa yang berada disekelilingnya 
termasuk keluarga, belum lagi kemampuannya yang terbatas baik secara fisik 
maupun sosial. Maka sudah menjadi kewajiban bagi keluarga, orang tua, 
masyarakat hingga pemerintah/negara memberikan perlindungan menyeluruh 
pada kehidupan seorang anak. 
Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yaitu faktor 
kejahatan atau kenakalan yang berasal dari kemampuan fisik dan moral anak 
itu sendiri, sifat dan watak yang negative yang sulit diarahkan dengan baik, 
misalnya: terlalu nakal, keras kepala, intelegensi yang kurang menguntunkan, 
misalnya: berfikir lamban atau kurang cerdas, anak tidak memiliki bakat dan 
hobi yang jelas dan kuat sehingga mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang 
negatif. 
Faktor pengaruh berasal dari lingkungan orang tua dan lingkungan 
sekitar, dan akibat dari rendahnya tingkat pendidikan orang tua, otoriter, 
berbicara kasar, selalu marah-marah, membentak-bentak dan menganggap 
orang tua sebagai subjek dan sentral dari segalanya, rumah yang terlalu sempit, 
berada di tempat yang kumuh, berdekatan dengan tempat perjudian, 
berdekatan dengan tempat keramaian, berada di lingkungan anak-anak nakal, 
tidak ada tempat ibadah yang memadai dan tidak adanya sarana yang sehat 
untuk menampung bakat dan prestasi anak. 
Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa anak berhadapan 
dengan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama faktor 
intelegensia dimana pendidikan anak yang rendah dan kurang pemahaman 
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dalam melakukan suatu perbuatan bisa menyebabkan terjadinya suatu 
kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan seorang anak. Kedua faktor usia 
dimana usia anak yang masih sangat remaja atau labil menyebabkan anak 
belum dapat berfikir rasional dengan apa yang dia lakukan dan akibat dari 
perbuatannya. Ketiga faktor jenis kelamin juga bisa menjadi faktor perbuatan 
kejahatan yang dilakukan anak, dimana rata-rata anak laki-laki melakukan 
kejahatan seperti kekerasan, pencurian, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. 
Keempat faktor kedudukan dalam keluarga, dimana status sebagai anak 
tunggal yang selalu diberi apa saja oleh orangtuanya menyebabkan anak 
menjadi individu yang keras kepala dan menjadi penyebab terjadinya 
kejahatan ketika apa yang ia kehendaki tidak terkabulkan, selain motivasi 
intrinsik, terdapat juga motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, yaitu: pertama 
faktor keluarga dimana keluarga adalah tempat terdekat dimana anak tumbuh 
dan belajar dari balita hingga remaja yang akan mempengaruhi perkembangan 
anak, perkembangan kepribadian anak menjadi baik atau tidaknya bergantung 
kepada keluarga dan faktor pendidikan lingkungan sekolah terhadap 
pembentukan karakter. 
 
E. KESIMPULAN 
Faktor penyebab terjadinya kasus anak berhadapan dengan hukum 
(ABH) di Kota Padang yaitu karena peran orang tua dan mamak dalam 
keluarga yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pola asuh yang baik, usia 
anak yang masih sangat remaja atau labil menyebabkan anak belum dapat 
berfikir rasional dengan apa yang dia lakukan dan akibat dari perbuatannya. 
Peran keluarga luas sangat dibutuhkan dimana keluarga adalah tempat 
terdekat dimana anak tumbuh dan belajar dari balita hingga remaja yang akan 
mempengaruhi perkembangan anak, perkembangan kepribadian anak menjadi 
baik atau tidaknya bergantung kepada keluarga.  
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